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GUBERNUR SUMATERA UTARA

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor B'l Tahun 201'1 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 perlu dianggarkan
belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk biaya pengawasan penyelenggaraannya;
bahwa belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf b, belum dianggarkan
dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayal (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah menyatakan bahwa dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat
menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
tahun anggaran berkenaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anqqaran 2012;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 fahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442'1);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 2TTahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 59);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan

Ferairran Femerinian ruomor zg ranun^ioos tentanglPengelolaan Keirangan Bidan Layanin urum tr-emoaiin Negara iepuolit<'tnoonesia Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5O2);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

51 04);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2l Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3Tahun
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012,

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penrtrakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 201 1 Nomor );
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 201'l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2O12 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81),

A RAF Pf NAN GG Ur.tc JA,W.d,i,;
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Menetapkan

MEfuUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuIan cubernur SumateE UtaIa Nomor Bl
Tahun 2011 mengalami pergeseran antarjenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja pada kelompok betanja tidak langsung.

2. Diantara Pasal2 dan Pasal 3 disipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni pasat2Ayang berbunyisebagai berikut:

Pasal 2A

Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, tercantum dalam lampiran Idan lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal Il

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daeaah provinsi Sumatera Ubra.

| 'r,,,,,,h*u I ..._
Diundangkan diJvledan i '"k,{ ,'.' ,, ,, i jL-
pada tanssa t bo egu<tus 2otL lT?,T*lP**i h _, nSEKRETAR"TT:PR.,,NS', jffi
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN zo1z t.IoIrIIOi{ re*- , -

Ditetapkan di MEDAN
pada tanggal : % AgulItJ rOl2

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARAr
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U ra ran

Jum ah (Rp.)
Bertambah/

Berkurang

Sebelum

Penrbahan

Setela h

Perubahan
Rp

2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN DAERAH 7 332 537 006 953 /.332 537.006 953 0.0c

4 PENDAPATAN ASL] DAERAH 4 A26 427 .214 194 4.426 421 214.194 00c
4 I Parar Daerah 3 616 s83 914 677 3 616 583 914.677 0,0c

RetribLisr Daerah 30 660 s84 268 30 660 584 268 0,0c
-1 3 lasii Penoe olaan Kekavaan Darah vano D oisahkan 301 290 s24 903 301 290 s24 903 0,0c
1 4 Lain-lain Pendaoatan Asli Daerah vano Sah 77 892.1 90.346 77 892190346 0,0c

4 DANA PERIMBANGAN 1 686.144 432 759 1686.144.432.759 00c
2 1 Da.a Baoi casrl DaiaktBaoi pasrl Bukan Paial" 541 126 805 759 541 126805759 0,0c

4 2 2 Dana Alokasr Umunr 1 103.389.23l.000 1 103 389 237 000 0,0(

4 2 3 )ana Alckasi Khusus 41.628 390.000 41 628 390 000 00{

AIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1 619 965 360 000 1 619 96s 360 000 00(
'.1, l lendaoalan Hroah 27 7 55 .7 46 404 27 755 7 46 A0A 000
3 4 oan Olonornr Khusirs 1 592 209 614 000 1.592209614000 0.0(

,]I.]I"1LAh PENDAPAIAN l 332 s3i 006 9s3 / 332 537 006 9s3 0,0c

)l B[:rAN.iA ]AERAH 7 677 852377 574 / 67/ 852377 570 0c(]

l-l BELANJA T DAK i-ANGSUNG 5 022 928 s96 293 5 022 928 596 293 0,0r

BEiAI'.:.IA PFGAWA i 01 655 367 055 /c1 655 367 0s5 L,CC

l 4 BELAIJ.JA HIBAIJ 2 08s 1't 1 202.000 209011120200C 5 000 000 000 424
rl 5 BELANJA t]AN.I ]AN SOSIAT 87 419.700 000 87 419 700.000 0 Oi.l

0 BE LAIIJA BAG I iiA-s 
i i- KE PADA PR OVl NSI/KABUPATE N/KOTA 7 14.?59 949 277 i 14 ?55 949 277 0.cc

DAN'E[/ERiN-|AHAN DESA

1 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ 1 4'24 482371 961 1 424 482377 961 00c
(ABI.IPATENiKCTA DAN PEIvIERINTAHAN DESA

:,]T LANJA I iDAK IERDI.JGA 10.000.000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 s0 0(

ii BELANJA LANGSi.]NG 2 6s4 923 781 277 2 654 523 1 81 277 0,ti(
5l.i 1 LAI'J.]A PEGAITA 189 769 143 190 '189 769 143 190 OCC

2 2 ]ELAN.JA BARANG DAN .]ASA 1 556124.871.477 1 556 12A 87 1 477 00(

)_) -/ J LAN"IA MODAI 909 033 766 610 909 033 766 610 LOC

lUf,4LAil BEtAN,tA 7 6i7 852377 574 7 677 852377 57A 00,

SURP-t,S/ (DEF SII) 345.315 374 617 34s 3'15 3i0 617 0 frc

PEI,.1B]AYAAN DA EEiA 345 :l'15 370 617 345 315 370 617 00i

t)r Penerrrqaan Demblavaan Daerah /00 c27 766 491 70a 0?7 /86 491 0 r'0

l.l S sa Lebri'r Pern'tr,riqafl Ar)qoaran TahLrn Anqqaran i 00 027 786.191 /04a2i /86491 C,[)C

l'"1LAH PEl"lER ri"4AAi'j PEIIE AYAAN ta0 a27 786 49i 70c 027 786 491 00(

' -L-l aan Daerair 354 7 12 415 87 4 354.7 12 415 871 0,00
2 afi l"4odai (lrrvestasr) Pemerintah Daerah 344.869.400 621 344 869 400 621 0,00

-f --

: an Pokck U] 9 843 01 5 253 9 843 01 5 253 0.11(

r.rlvlLAH PENGE: LTARAN PEiv)BiAYAAN 354 7 12 415 87 4 354 7 12 415 87 4

-L
345 315.370.61 345 315 370 617 0.tr(
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LAMPIRAN II : PERATURAN GI-IBERNUR SUMATER{ TITARA
NOMOR : ?? 'j.$ilt Iv Sol7q
TANGGAL I gt Agw t1d aota

PROVINSI SUMATERA UTARA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OI2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. Urusan Pemerintahan

ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp.)
Bertambah
(Berkurang)

Penjelasan
Sebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
Rp. f/t

2 3 4 5 6 7

.20.03.00.000.4 )ENDAPATAN DAERAH 3.644.864.41 7.662 3.644.864.417.662

.20.03.00.000.s 3ELANJA DAERAH 4.5s5.923.826.689 4.555.923.826.689

.20.03.00.000.5.1 3ELANJA TIDAK LANGSUNG 4.369.008.1 22.059 4.369.008.1 22.059

r.20.03.00.000.5.1.1 SELANJA PEGAWAI 47.734.892.821 47.734.892.821

.20.03.00,000.5.1.4 3ELANJA HIBAH 2.085.1 1 1.202.000 2.090.11 1.202.000 5.000.000.000 0,24

.20.03.00.000.5.1.4.0'1 3elania Hibah keoada Pemerintah Pusat 1.000.000.000 1.000 000.000 Tidak Ada Perubahan

20.03 00.000 5 1.4.05 lelania Hibah keoada Badan/Lembaoa/Omanisasi Swasia

1 20 03.00.000 s 1 4.0s 01 3adaniLembaqa/Omanisasi Swasta 282.326.750.000 287.326.750.000 5.000.000.000 1.77 Jumlah Rincian Obiek lni Semula R0. 282.326.750,000
Pertambahan Rp. 5.000.000.000
Jumlah Rincian Obiek lni Menjadi Rp. 287.326.750.000

Uraian Pertambahan Sebaqai Berikut :

1. s/d 993 Tetao

194. Hibah kepada Panwaslu Provsu Tahap I dalam

rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan

Piloubsu Tahun 2013 Rp. 5.000.000.000

1.20.03.00.000.5. 1.4.0s.02 -embaqa Pendidikan Swasta 3.122.000 1 23.303.1 22.000 Tidak Ada Perubahan

1.20.03.00.000.5.1.4.05.03 lembaqa Pendidikan Tinqqi Neqeri 8.500.000.000 28.500.000.000 Tidak Ada Perubahan

1.20.03.00.000.5. 1.4.05.05 3elania Hibah Keaoamaan 4.055.500.000 54.055.500.000 Tidak Ada Perubahan
: ri' 't'

1 20.03 00 000.s 1 4 0s 06 embaoa Pendidikan Tinooi Swasta [t\ Y(rxq-arMhrhq! 9.530.000.000 9.530.000.000 Tidak Ada Perubahan
).illi:r, t3

1.20.03.00,000.5, 1,4,05.07 Selania Hibah kepada Kelompok Usaha dan Koperasif<Ixf? H4H.r. €.815.000.000 9.815.000.000 Tidak Ada Perubahan
ni

.20.03.00.000.s.1.4.05.01 3elania Dana Bos I l4rtrlA YUU FIW,Y {.1,s, /7.280.830.000 1 .s77.280.830,000 Tidak Ada Perubahan

.20.03.00.000.5.1.5 SELANJA BANTUAN SOSIAL r 87.419.700.000 87.419.700.000 Tidak Ada Perubahan

Halaman 1 dari 2



Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp.)

Bertambah
(Berkurano)

PenjelasanSebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
Rp. l:/")

1 2 3 4 5 6 7
.20.03.00.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAi

PEMERINTAHAN DESA 714.259.949.277 714.259.949.277 Tidak Ada Perubahan

.20.03.00.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPAOA PROVINSUKABUPATENIKOTI
DAN PEMERINTAHAN DESA 1.424.482.377.961 '1.424.482.377.961 Tidak Ada Perubahan

.20.03.00.000.5.1 .8 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000 5.000.000.000 (5.000.000.0001 (50,00

.20.03.00.000.5.1.8.01 lelania Tidak Terduqa 10.000.000.000 5.000,000.000 (5.000 000.0001 (50,00 Tidak Ada Perubahan
I.20.03.00.000.s.1.8 01.01 3elania Tidak Terduqa 10.000.000.000 5.000.000.000 (5.000.000.0001 (50,00 Jumlah Rincian Obiek lni Semula R0. 10.000.000.000

Pengurangan Rp. (5,000.000.000

Jumlah Rincian Obiek lni Meniadi Ro. 5.000.000.000

Uraian Penquranoan Sebaoai Berikut :

Belanja Tidak Terduoa Rp. (5.000.000.000

.20.03.00.000.5.2 SELANJA LANGSUNG 1 86.91 5.704.630 1 86.91 5.704.630 Tidak Ada Perubahan

1.20.03. JUMLAH BELANJA 4.555.923.826.689 4.555.923.826.689 Tidak Ada Perubahan
,20.03. )EFrSrT) (91 1 .059.409.027) €11.059.409.027t Tidak Ada Perubahan

.20.03.00.000.5 ]EMBIAYMN DAERAH

1.20.03.00.000.6.1 )enerimaan 
?embiayaan 700.027.786.491 700.027.786.491 Tidak Ada Perubahan

20.03.00.000.6.2 )engeluaran Pembiayaan 354.7',t2.415.874 354.712.415.874 Tidak Ada Perubahan
.20.03. U 345.31 5.370.61 7 345.315.370.617 Tidak Ada Perubahan

PIt, GUBERNUR SUMATERA UTARA,r
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